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KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
MOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG



Menimbang

Mengingat

TENTANG

M _ummm_}m\m.,z PEMBENTUKAN BADAN Cw)I) MILIK KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG ..

bahwa pendrian BUM Kompung harus  didasar  dan
memperhaiikon potersi, sumberdaya. dan aset yang oda di
Kampung;

bahwa untuk kelancaran musyawarah Kampung pendinan BUM
Kampung pefu  mempessiapkan sosialisasi dan
pengorganisasian kepada masyarakat Kampung;

hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam 3,(_:.:q G dan b, perlv menetapkan Keputusan Kepala
Kampung .30 tentong Pembentukan Tim  Persiapan
1@3U038xo_._ Badan Usaha Milik Kampung ...“..4.. ... Distik

#Euie. Tiesk abupaten Biak Mumfor:

Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014 tenfang Desa {Lembaran
Megara Repubfik indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

rFeraiuran Pemerintan Nomor 47 Tahun 2015 fentang Pervbahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tohun 2014 3333@_
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tenfang Desa (fambahan Llembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemeriniah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksunaan Undang-lindang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa [Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraiuran Pemaiintah Nomor 22 Tahun 2015 tentfang Perubahan
Atas Paraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (lambahan Lemboron Negara Repubiik indonesia
Nomor 5694), Perubchan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 terdang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggoran Pendapatan dan Belanja Negara
{Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);



Menelapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Mented Dotam Neger Republik Indonesianomor 11
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Percturon Di Kampurng
{Bedio Megma Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 2091)

Peraturan tMenteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republfik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pen-ditan. Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembuboran Badon Usaha Miik Kampung (Berita Negara
Repubidik indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 01 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab
Tahun aAnggaran 2017 {Lembaran Daerah Kabupaten Biak
Numfor Tahun 2017 Nomor 01 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numior Nomor.2' . Tahun
202 Tentong Pedoman Pelaksanaan Dana Kampung di
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 20.72:

Peraturan Kampung LA zoBQ.m.w Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung 240 Tahun 207

MEMUTUSKAN -

Fembentukan Tim Persiapan Pendiian BUM  Kampung

i
BiTr

Tim sebogaimana yang dimaksud dalam  Diktum KESATU
melaksanakan tugas:

1. Melakukan pemefaan tferhadap aset, potensi, dan
sumberdaya olam Kampung yang dapa! dioptimatkan
dalam kegiarcn unit usaha BUM Kampung;

2. Melgkukan pemetaan ferhadap kegiatan ekonomi warga
Kampung yang dapat didukung oleh UM Kampung;

3. Melakukan kgjian peluang usaha atas hasii pemetaan aset,
potenst, sumberdaya olam Kampung, dan  ekonomi
Kampung;

4. Melgporkan hast Kajiagn potensi. aset dan sumberdaya

kepada Kepata Kampung dan BAMUSKAM;

Menyusun draft AD/ART BUMKampung:

Mempersiapkan kiteria calon pengurus BUM Kompung; dan

Mempeniapkan Musyawarah Kampung Pembentukan BUM,

Kampung.

NG

Sekretaris Kampung berfugas mengkoordinasi kegiatan fim.



KEEMPAT

KELUMA

Riaya  yang fimbul akibo! ditetapkannya  keputusain  ini,
dibebaonkon kepada Anggaoran Pendapotan dan Belania
Kompung {APBKampung):

Tim bekewajiban melaksanakan tugas dan melapokannyd
kepada Kepata Kampung:

Kepuiusan ini mutal berlaku sejok tonggal ditetapkan dengan
kelenluan apablda dkemudian hai  temyota  terdapat

kekeliruan
dalarn penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimaona
meastinya.

Diteiapkan di ...
Pado 53@@0_ o

Rmmb_.b

/ \!h\ w
_\\?,: \: L4 W4T




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NORMOR : 01 TAFUN 2021 TENTANG TIM PESIAPAN PEMBENTUKAN BU Vi KAMPUNG

TANGGAL : 16 PIARET 202!

SUSTNAN PEESIAPAN PEMBENTUKAN BUM KAMPUNG

PENANGGUNG JAWAR
KORDINATOR
SEKRETARES
ANGGOTA

EAQBE
KAMPUNG RUAR

: ISASKAR FAIRYO
: JACQUALINE G WATUNA
: KAREL FATRY
: 1, TERRA FAIRYO
2. DEMIANUS WARBISER
3. MELIANUS FAIRY®
4, RENATHA RUMBING
5 NELLY M M USYOR

- MENGETAHUI
E% ALA %»5&2@ RUAR

s... \ﬁr_m
?Se@% & WATUNA



KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG
RUAR
{ Lampiran : Susunan Organisasi Pengelola BUMKam)



Menimbang

Mengingat

TENTANG o
ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG......0 0.

bahwa untuk BQ_D_GDJ)xo: ketentuon Pasal & Pergluran
Kampung Nomor (2 Tohun 20.% < ' tentang Pendirian Badan Usaha

- Milik ﬂQBDc:@ perlu  menetapkan Keputusan Kepcla

Kampung... Ruar " tentang Organisasi Pengelola Badan Usaha
Milik noSUczm...._..,.\.m.“.@....nmnaqjowos High Toe® Yabupaten Biak

MNumfor;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenfang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Tambahan tembarcn Negara Republk indonesia Nomor
54955;

Peraturan  Pemerintah  Nomor 47 Tahun 2015  tentang
Perubchan Alas Peraturan Pemerintoh Momor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksancan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 lentang Desa [Tambchan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717} perubahan atas Peraturan
Pemerinian Repubiik Indonesia Nomar 43 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang NMomor 6 Tahun 2014
fentang Desa [Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik
Indonesia Nomor 5539});

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20 tentang Perubahan
Atas Paraturan Pemerinioh Nomer 60 Tahun 2014 tentang
Dana Gesa Yang Bersumber Dar Anggaran Pendapatan dan
Belanja MNegara (Tambahan Lembaran Negara Repubfik
Indonesia Nemor 5694), Perubahan atas Peraturan Femerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Deza,
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapalan dan Belanja
Negara [Tembabhan Lembaran Negaro Republik Indonesia
Momor 5558);

Peraturcn Menteri Dalam Negeri Republik Indonesionomor 111}
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Percluran O Kampung
{Berta Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Momor 2091}



5. Peratron Menten Kampung., FPembangunon  Daerah
Terfinggal dan Transmigrasi Republk Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Pendiian, Pengurusan dan Pengeloloan dan
Pembubagran Badan Usaha Mk Kampung (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294)

6.  Peratuian Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 87 Tentang
Badan Usaha kfik Komoung (Lembaran Daerch Tahun 2017
Normaor 87}

7. Peraturan Kampung.... B4 Nomor 44 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun 20316

8. Peraturan xQBUc:@:\a; _Nomor oF Tentang Rencana

Kerjg Pemetintah ﬂQBUcam.:m..,, . Tahun 20..... {Lembaran
9 74 Tentang Anggaran
...... Tahun 20.50
{Lembaran Kampung Tahun 2051, Nomor %)
Memparhatikan pada hard R

Pengeicla BUMKampung .

MEMUTUSKAN :
KESATU : Membentuk = Orgonisasi Pengelola  Badan  Usaha  Milik
_AQSUc:@....ﬁ”ﬁ.ﬁm.... Kecamatan G- 1000 Kabupaten Biak

Numfor, dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum
datam lampiran keputusan ini;

KEDUA . : Orgonisasi Pengelola BUMKampung  SA0ORB} terdir dari :

a. Penasehat, dijabat ex officio oleh Kepala Kampung

poada

..................

b. Pelaksanqg Operasionat;
c. Badan Pengawas.

KETIGA : Kepengurusan BUMKampung « SAOB! . sebagaimana yang
dimaksud datam Diktlum KEDUA mempunyai tugas sebagai
bernkut;

a. Penasehat

- pMemberkan nasehat kepada peiaksang  operasionals
dalam menjalankan pengelolaan BUMKampung:

. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah
yang dionggap  penfing bagh  pengeloiaon
BUMKampung; dan

- Mengawasi pelaksancan kegiatan usaha dan mencar
alternalif jodlan keluar apabita terfadi gejala/indikasi
menurunnya kinerja direksi BUMKampung.

b. Pelaksana Operasional

e - e s e e— e Melaksanakan pangalolaan BUMKamipung:



KEEMFAI

KELIMA

KEENAM

tonaacs can memandaatkan polenst agur BUMDes
ASAORIS dapat tumbuh dan berkembang:

rMemupuk kerjasama dengan lkembaogadembaga lginnya
yang berkaitan dengan kelancaran usaha;

. Membuat rencana kefja dan rencana anggaran BUM
Kampung setiap awal tahun;

Menyarmpaikan toporan kegiotan vsaha BUM Kampung
kepada Kepaks Kampung selaku penasehat;

- Menyampaikan laporan perianggungiawabon  setiop
akhir lahun termasuk rincian neraca leba rugh dan
penjelasan-penjelasan kain atas dokumen tersebui: dan
Menyampdaikan infoamast perkembangan usaha kepada
masyarakat  Kampung metalui  {oum musyawarah
Kampung sekurang-kurangnya 1 {satu) kall daiam
setahun.

c. Badan Pengawas
- Menyelenggarakan Rapat  Umum  Pengawas  untuk
keperuan
a) pemiihan  don  pengangkatan  penguius Badan
Pengawas;
b) penefopan kebijckan pengembangan kegialan usaha
dari BUM Kampung: dan
c} pelaksanaan pemantauan dan evaluast ierthadap kinerja
Pelaksana Operasional.
Menyelenggarakon  Rapat  Umum  uniuk  membahos
kinerja BUM Kampung sekurang-kurangaya | {safu} iahun
sekali.
Masa Bokli Kepengurusan BUMKompung sesuai  dengan
Anggaran Dasar don Anggaran Rumah Tongga yaity mulat

tanggal .o hingga Tanggal ...

Biaya yang timbul akibal ditetapkannya kepuiusan  ini,
dibebankan kepada Operasional Badan Usaha Milik Kampuny
sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Kenutusan ini mulai berdaku sejok tangga!l ditetapkan, dengan
kelenfuan bahwa apabita  terdapat  kekelivan  datom
penetapan int akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Oitetapkan di - .. LA

KEPALA KAMPUNG.. AT

FaCdpAling ] G WATUNA

A .
danmrrenaies Lhasaemmnsnrmsmsnrramanararannes

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupali Kabupaten Biak Numfor diBiak

2. Kepdia DPMK Kabu

3. Kepala Distrik 2U T80 di fariri (A0071HC K
4. Kelua Badan Permusyawaratan Kampung AR

patfen Biak Numfor di Biak

..... di tempat



LAMPIRAM :

KEPOTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR

NORMOR 02 TAHUN 2821

TENTANG ORGAMISASE PENGELOLA BUM

KAMPUNG RUAR

SUSTTHAN DRGANISAST PENGELULA

BADAN USAFA MILIK KAMPUNG RUAR (SACEL)

PERICDE 202¢-2021
PENASEHAT : KEPALA KAMPUNG RUAR
PENGAWAS
KETUA - ISASKAR FAIRYO

SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
ANGGOTA

PELAKSANA OPERASIGNAL,
MANAJER UMUM
SEKRETARIS

BENDAHARA

KEPALA UNIT USAHA I
KEPALA UNIT USAHA U1
KEPALA UNIT USAHA i1
KEPALA UNIT USAIIA IV

: RENATHA RUMBINO
: 1. MAGRID KAFIAR
2. LUTHER FAIRYO

: ISHAK FAIRYO

: ONESIMUS MUNWO

: SEPTINUS MUNWO

: KAREL FAIRYC

: AYUB KAFIAR

: HENDRIK RUMANASEN
:NELLY MM USYOR

DITETAPEAN DI : RUAR
PADA TANGGAL ; 16 MARET 2021

.wﬁh@&ﬁ% ﬂb%ﬁ?ﬂ RUAR

\éw

?ﬁ@@??ﬁaﬁ @ﬁﬁez»

b



KEPUTUSARN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 03
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAMPUNG
RUAR
PADA BUMKam



PEPMERINTAH KABUPATEMN BIAK MUMFOR

DISTRIK IR T

TN AN
KAMPUNG .. OMAN
PERATURAN KAMPUNG ... "LU01Y
NOMOR 5%, TAHUN 20,30
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAMPUNG ..
" BADAHN USAHA MILIK KAMPUNG ....,\.f.m.\w.w/...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG ... S0bs,

mMenimbang : bahwa QQQS a:@wo c:_,c_n 3@:5@5%03 ysaha Badan

Milik Kampung
Peraturan Kampung.

Mengingat

1 Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014 tenfang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pergturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik
indonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 553%}

Peraturan Menteri Dalarm Negen Nomor 39 Tahun 2010

tentang Badan Usaha Milik Kampung:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraiuran Di Kampung;
Peraturan Daerah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman

4 Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha



Milik Kainpung f.embaran Daerah Kabunpaien Bax Numfor

Tahun2017);

Peraturan Kampung Nomor &% Tahun 20.%4 tentang

]

! m__ : ﬁ i

Badan Usaha Milik Kampung ... x5

Dengan PersetuJuan Bersama
RADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ../SY47%
dan )
KEPALA KAMPUNG ... 500k

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KAMPUNG .../ 5.5 PADA BADAN USAHA
MILIK KAMPUNG ...L050

BAB | |
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1
Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan ©

B |

1. Kampung adalah Kampung .4

2. Pemenntahan Kampung  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan don kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesiq.

1. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkar
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

4. Badan Usaha Milik Kampung ...%.ﬁ_”ﬁ._mw).._.. yang selanjutnya disebut BUM'
Kampung .../~  adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dar kekayaan Kampung yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lginnya
uniuk sebesarbesamya kesejahteraan masyarakat Kampung.




Milik Karmpung {Lemburan Daerah Kabupaien Biak Numior
Tohun2017}).

Peraturan Kampung Nomor £ 5::: 20.7/tentang

Dengan Persetujuan Bersama Lt
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ...005000,
dan G

KEPALA KAMPUNG ... 5%

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KAMPUNG ....\.m_m.\.,.m:. PADA BADAN USAHA

ARILIK KAMPUNG .23 40

BAD !
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud Q.w:@o:

i. Kampung adalah Kampung ... I

2. Pemerintahan Kampung adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan don kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintfahan Kampung.

4. Badan Usaha Milik Kampung LLsaan yang selanjuinya disebut BUM’
Kampung N adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagianbesar 30&0_95 dimiliki oleh Kompung melalui penyeriaan
secara langsung yang berasal dar kekayaan Kampung yang
dipisahkan guna mengelola asel, jasa pelayanan, dan usaha lainnya
untuk sebesarbesamya kesejahteraan masyarakat Kampung.




1)

2)

Kekayaan kampung yong diprsahkan adalah vekayaan Kampung
yang berasal dar Anggaran Pendapaian dan Belanja Kampung
dan/alau sumber-surnber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan
modal Pemeriniah Kampung pada BUM Kampung.

Penyertaan Modal Pemerintah  Kampung adalah pengalihan
kekayaan yang fidak dipisahkan menjadi kekayoan yang dipisahkan
untuk dipermitungkan sebagai modal atau saham Kampung pada
BUM Kampung.

Usaha Kampung adalah jenis ysaha yang berupa pelayanan ekonomi
¥xampung seperli, usaha jasa. penyaluran sembilan  bahan
ﬁo_no_n.ﬁmﬁam_u:@a: hasil peranian, seria industd  dan  kergjinan

rakyai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Yang selanjutnya
disebut APBK Kampungd adalah  rencana keuvangan fahunan

Pemerintah Kampung.

BAB i
PENYERTAAN MODAL

Pasal 2
Dengan Peraturan Kampung ini ditetapkan Penyertaan Modal
Pemertintah Kampung ... 440 pada Badan Usaha Milik Kampung

SR
S

BAB it
TUJUAN

Pasal 3
Penyertaan Modal Pemerintah Kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekcnemis berupa
peningkatan perekonomian Kampung dan peningkatan Pendapaian
Asli Kampung.

i IR,
A fcir

Uniuk mencapai fujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penyertaan Modal Pemerintah Kampung Auds L dilaksanakan
berdasarkan  prinsip  ekonomi perusahaan  dengan tetap
memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat. )

BAB IV |
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4 o
Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kampung LAMAT padda
Badan Usaha Millk Kampung RGN sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 5
Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
bersumber dar APBK Kampung Tahun Anggaran 20...

BAB Y
KETENTUAN PENUTUF

. Pasal é
Peraturan Kampung ini muiai berlaku pada tfanggal divndangkan.
Agar sefiap orang Bmzem_m:cms,\o. memerintahkan pengundangan

Peraturan ﬂQBUc:@ ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kampung ...mmﬁ ......

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA _ézo ..wmﬁm

.............................................

Diundangkan di :
Pada tanggal ¢

ﬁﬁ ..V\W.;.,w m,_/r_, M “...f:rr},,“

T . s . " °
HAREL . TRV

EFETTL L CEYRO RN SOTANNOAESEOINCTTER FEBEEERRATENS IR O

LEMBARAN KAMPUNG .28 | raHUN 20,50 ...... NOMOR [ -



PERATURAN KAMPUNG RUAR
NOMOR 04 2021
TENTANG
BADAN USANA MILIK KAMPUNG RUAR { SAOBI )



PEMERINTAH KABUPATEN m._}xi.zcg\_ﬁmvm

DISTRIK .20 470 T/AA
KAMPUNG ../ 51 A7

PERATURAN KAMPUNG..../ 5417
NOMOR LA[TAHUN 20.%c.....
TENTANG .,
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.... /527 (- SAOBI )
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG... A7

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kampung peru
diberfuk  Badan Usaha Milik  Kampung. Aal4z.
{MASYARA);

b. bahwa pendiian BUM Kampung felah dibahas dan
disepakati melalui  Musyawarah Kampung vyangd

diselenggarakan pada  tanggal. Sa e § 2000

ek
c. bahwa berdasarkan perimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan buruf b, periu
menetapkan Peraturan Kampung tentang Badan
Usaha Milik KampungMASYARA);

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2017tentang

(Pembentukan Badan usaha Milik Kampung { tembar
daerah)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Repubiik

~ Indonesia Nomor 5495);

3 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentong
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor b
Tahun 2014 fentang Desa (Lembaran Negard Republik
Indonesia Tahwn 2015 Nomor 213 Tambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan alas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015



fentang Desa (Lembaran Negara Republix indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambaohan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 fentang
Dana Kampung yang Bersumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana felah diubah terakhir kali dengan
Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua alas Peraturan Pemerintah Republik
indonesia Nomor 40 Tahun 2014  fentang Dana
Kampung yang Barsumber dar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
Peraturan Menteri Dalaim Negeri Nomor 111 Tahurn 2014
ientang Pedoman Teknis Fenyusunan Perdes (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Kampung
(Beriia Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

Peraluran Mentern Kampung, Pembangunan Daerah
Terlinggal, dan Transmigrasi kepublik Indonesia Nomor
2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Kampung {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159}

Perafuran Menteri Kampung, Pembangunan Daerah
Teringga!l, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan
Pengelolaan, dan Pembubarcn Badan Usaha Milik
Kampung (Befita Negara Republik indonesia Tahun
2015 Nomor 296);

Peraturan Menteii Kampung, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2015  denlang Penetopan  Priorilas
FPenggunaan Dana Kampung Tahun 2016,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kampung, Pembangunan Daerah Teringgal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Mentert Kampung,
Pembangunan Daerah Tedinggal, dan Transmigrasi
Nomoir 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Kampung Tahun 2016 (Berita

-Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 786}



Oengan Kesepakatan Besama
BADAM PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.../vH 7%
dan o
KEPALA KAMPUNG. .. /SR
MEMUTUSKAN:

Menetapkarn: PERATURAN KAMPUNG TENTANG BADAN USAHA  MILIK

KAMPUNG. S80BI

BAB i
KETENTUANM UMUM

Posal |
Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebui Kampung. adalah kesatuan
masyaragkal hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepeniingan masyarakai
setempat berdasarkan prokarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisicnal yang diaokui dan dihormati dalam  sisterm  pemeriniahan
Negara Kesaiuan-Repubiik Indonesia.
Pemeriniah Kampung adalah Kepola Kampung aftau yang disebut
dengan nama kin dibaniv perangkat Kampung sebagai unsur
penyelenggara Pemerinfahan Kampung.
gadan Permusygwaragtan Kampung atau yang disebul dengan nama
lain adalah lembaga yang melcksanakan fungsi pemenntahan yang
anggotanya merupakan wakil dar penduduk Kampung berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Badan Uscha Milik Kampung. selanjutnya disebut BUM KAM, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagion besar modalnya dimiliki oleh
Kampug -melalui penyerfaan secara langsung vyang berasal darn
kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengeloia asel, jasa
pelayanan, dan usaha fainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan
masyargkat Kampung.
Musyawarah Kampug atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Permernntah
Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 8adan
Permusyawaratan Kampung untuk menyepakatli hal yang bersifat
strategis.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebui APB
Kampung, adalah rencana kevangan tahunan Pemernniahan Kampung.
Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung
vang difransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan. peilaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



BAB I
TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan tentang BUM Kampung bertujuan untuk menjamin kepastian
hukum mengenai kedudukan BUM Kampung sebagai lembaga usaha
ekonomi Kampung dalam melakukan:
a. peningkatan perekonomian Kampung:
b. optimalisast aset Kampung untuk kesejahteraan Kampung:
c. peningkatan usahc masyarakat Kampung dalam pengelolaan potensi
ekonomi Kampung; :
d. pengembangan rencana kefja sama usaha Kampung dengan pihak
ketiga: _
e. upaya menciplakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung
kebutuhon layanan umum masyarakat Karmpung:
pencipiaan iapangan kerja bagi masyarakat Kampung; dan
g. peningkaian pendapaian masyarakat Kampung dan pendapatan ash
Kaompung.

—
v

BAB Il
KEDUDUKAN
i Pasal 3 N

(1} BUM Kampung (... 550 ...} berkedudukan di Kampung IRASIEIAN )

(2} Dalam penyelenggarcan BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga.

(3] Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Organisast

Pasal 4
Dalem  menjalankan usaha ekonomi Kampung secara maksimal, BUM
Kompung Agﬁ ...... ) terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha

sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalom Musyawarah Kampung.

Pasal 5

(1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4
dibuithkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan
bermanfaatl untuk Kampung, maka unit usaha dapal berbentuk badan
‘hukum privat.

(2} Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sghamnya sebagian
besar dimiliki cleh BUM Kampung dan terbuka untuk masyarakat
Kampung, terdin atas:

a. Penambahan maodal USTNQ s A0 %

b Pendapatan-@sh-KamMDUNG e 29 0



C. POMASERET oot e 5%

d. BAAQN PERGGWES erveeiieiieismemes s st 5%
€. PeloksQna OperasiONG! ... e e 10%
f. Pendidikan dan SOSHA ... e 10%
OTILO%s s [o137e Lo 11 TN SRR P 5%

Bagian ~=dua
Organisasi Pengelola

Pas 9

Organisasi pengeloia BUM KRampung ssrpisah dari organisasi Pemeriniahan

(1]

(2)

(3)

(4)

(5]

Kamiuing.

Pasczt 7 ..
Susunan kepengurusan BUM Kampung { ?f;:_ terdin dan:
a. penasihat; :
b. pelaksana operasional; dan
C. pengawas. _
Tugas dan fanggung jawab dar susunan kepengurusan sebagaimand
dimaksud pada ayat {1} dibahas dan disepakaii dalam Musyawarah
Kampung yang diselenggarakan o'=h BPD.
Hasil pembahasan dan kesepakatarn sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} menjadi bagian dar anggaran Gasar don anggaran rumah tangga
BUM Kampung, yang ditetapkan d=ngan kepuluan Kepaia Kampung.

Bagian Ketiga

Modal

Pas~i 4
Modal awal BUM Kampung (.2 t550....) bersumber dari APB Kempung
sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakotan dalam Musyawaran
Kampung.

Moda! BUM Kampung ferdiri atas:

a. penyeriaan modal Kampung: dan

b. penyerlaan modal masyarakat fampung.

Kekayaan BUM Kampung yang bersumber cart penyertacn modal
Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a merupakan
kekayaan Kampung yang dipisahkaen,

Penyertaan modal Kampung sebagaimana disncksud pada avat (2)
huruf @ berasal dari APB Kampung dengarn menggunakan Dana
Kampung sebesar Rp. 25000000 .., sesuc nosil pembahasan dan
kesepakatan dalam Musyawarah Fampung.

Penyertaan modal Kampung sebagaimana dmaksud pada ayat (2}
huruf dapat berasal dari kelompe't masyaraka® “ampung sebesar........
dengan persentase yang lebih sodikit dari; 72 modal Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayc: ).




{6} Pemerinioh. pemernniah  damh provins, cian bermedntah  agerah
kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepoada BUM Kampung
yang disalurkan melalui AFE Kampung.

Pasal 9
Ketenfuan iebih lanjut fentang modal BUM Kampung diatur dalam anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kampung yang ditetapkan
dengan keputusan kepala kKampung.

Bagian Keempat
Pengelolaan Unit Usaha

. rn,  Pasalll

BUM Kampung [ ieeeicive. Jmenjalankan usaha ekonomi Kampung

dengan memanfaatkan:

a. Bisnis sosial {social business} sederhana yang memberikan pelayanan
umum kepada masyarakat, dengan medekatkan sembilan bahan
pokok , pada :

1. Mini Market

b. Bisnis keuangan (financicl businnes) yang memenuhi kebutuhan
usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi
Kampung berupa pemberian akses kredit dan Simpan Pinjam
Perempuan (SPPj yang mudah diakses oleh masyaratat Kampung;

c. Bisnis penyewaan {renting) barang unluk melayani  kebutuhan
masyarakat, meliputi :

1. Tenda Jadi.Kursi Plastik dan Sound System;

()

d. Dalam menjalankan usaha ekonomi Kampung secara maksimal bagi
masvarakat Kampung, 8UM Kampung dapat membentuk unit usaha:
a. jasa produksi pertanian meliputi:

1. kantor, gudang, dan bengkel alsintan;
2. alsintan;
3. operator dan teknisi alsintan; dan
4. mangjemen operasional.
b. toko saprotan meliputi:
1. kantor, toko, atou gudang saprotan;
2. saprotan; dan
3. manajemen operasional.
c. pengolahan nasil perfanian mekputi:
1. kantor dan gudang:
2. mesin pengolahan; dan
3. mangjermnen operasional.

Pasal 11
Pengelola unit usaha BUM Kampung melaksanakan tugas dan tanggung
jowab uniuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan
menguntungkan-masyarakal Kampung, antara lgin:



(1

(1)

(2)

(1)
12)

membuka foko saproian univk Mendukung kegiatan warga, termasuk
produksi pupuk oganik;
membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan,
pembibitan, tanam, dan panen:
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, melipuli penanganan
pasca panen, pengolanan, pengemasan [packaging). dan pemasaran;
memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai
mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinetja industri; dan/atau
membangun wawasan agrbisnis fanpa meninggalkan fradisi usaho
pertanian.

Bagian Kelima

Hasil Usaha

Pasal 12

Hasil usaha BUM Kampung merupakan pendapatan yang diperoleh dari
nasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewaqjiban pada
pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam |
{satu) tahun buku.

Pembagian-hasil uscho sebagaimano dimaksud pada ayat {1} dapat
dikelola melatui sistem akuntansi sederhana.

Besaran hasil  usaha BUM  Kampung untuk  pendapatan  asli
Kampungselanjutnya  diaiur dalam anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga BUM Kampung yangd ditetapkan dengcn keputusan
kepala Kampung.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 13
Pelaksana operasional BUM Kampung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat [1} huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan
pengelolaan BUM Kampung kepada kepaia Kampung.
Kenala Kampung sebagaimana dimaksud pada avat {1} menyampaikan
loporan  perianggungjawaban Kinefjiu BUM  Kampung kepada
masvarakat Kampung melalu Musyawarah Kampung.

BAB V
PEMBUBARAN

Pasal 14 \
Pernbubaran BUM Kampung dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
Kerugion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diclami BUM
Kampung menjadi beban BUM Kampung dan menjadi tanggung jawab
pelaksana operasional BUM Kampung.



: Pasai i5

{1} Dalam hal BUM Kampung tidak dapal menutupi kefugian dengan aset
don kekayoan yang dimilikinya. dinyatakan rugi melalui Musyawarah
Kampung.

{2} Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
menjadi acuan bagi kepala Kampung unfuk mengajukan pailit sesuai
dengan mekanisme yong diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{3} Kepailitan BUM Kampung sebagaimanda dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh kepala kampung dalam Musyawarah Kampung.

BAR VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) BUM Kampung dan unit usaha yang dikelola BUM Kampung yang telah
ada sebelum Peraturan Kampung ini berdaku tetap dapat menjalankan
xegiatannya.

{2) BUM Kampung dan unii usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraluran Kampung
ini paling lama 6 {enam) bulan terhitung sejak Peraturan Kampung ini
periaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Kampung ini mulai berdaky pada tenggal diundangkan.

Agar selidp orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan
Peraturan Kampung ini dengan penempgatannya dalam Lembaran
Kampung ... {..4o85).

Diundangkan di
pada fanggal
SEKRETARIS

-,

o

LEMBARAN KAMPUNG.... SIS, TAHUN 20,44 NOMOR oy



KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG RUAR
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAH
BUMEKam



KEPLITUS AN KEPALA KAMPUNG [0V
MOMOR LATAHUN 204
TENTANG
ANGGARAM DASAR DAN ANGGARAM RUMAH TANGGA
VI " KAMPUNG.. (N L

Menimbang : o bohwa BUM Kampung dibentuk untuk melaksanakan peran
Kampung meningkatkan  kesejahteraan masyarokat  dan
pendapatan ash Kampung:

b bahwa unfuk menjalankan BUM Kampung yang baik, sehat, dan
akuntabei perdu ada aturan dasar yang disepakati para pihak;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
datlam  huruf @ dan b, perls menetapkan Kepufusan Kepala
Kompung BATC . tentang Anggaron Dasar don  Anggaran

Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung Saghy Distrik

Mengingat - 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tohun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 fentang Perubahan
Atas Peratwcon Pemenintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
‘tentang Desa {Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5717) perubahan atas Perafuran Pemerintah rRepublik
indoneasia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor é Tahun 2014 teniang Desa [Tambahan
Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia iNomor 5535},

3 Pperaturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 teniang Perubahan
Atas Paraturan Pemeriniah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara {fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara {Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4 Peraturan Menter Dalom Neger Republik Indonesianomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kampung (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KENGA

Peraturan Menier Kampung, Fembangunan Daerah Teninggal adrt
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 201 4 Tentang
pendiian. Penguruson dan Pengelolaon dan Pembubaran Bodan
Usaha Mitik Kampung (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 276);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 01 Tahun 2018
tentong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018{Lembaron Daeroh Kobupaten Biak Numfor Tahun
2017 Nomor 01} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 87 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kampung
Pedoman Pelaksanaan Dana Kampung di Kabupaten Biak Numfor
Tohun Anggaran 2018 [ Lembaran Kabupaten Biak Numfor Tahun
2018 Nomor 10 |
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan

Usaha Milik m;Qj ung S yang selanjutnya disebut AD/ART BUN
Karnpung ACIEAN o
AD/ART BUM Kampung .=5421 . menjadi dasar pelaksancan dan

sengembangan kegiatan usaha dengan baik, pardisipatif,
musyawarah, dan akuntabel;
Kepuiusan ini mulai bertaku sejok tanggai ditetapkan dengan
ketentvan
apabila dikemudian hari temyaia terdapot kekeliruan dalam
penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di: .-
Pada Tanggal .05 80

KEPALA KAMPUNG
L 4




LAMPIRAN "
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG _L:
2018

TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGABUM KAMPUNG .. 12!

TAHGGAL L5 B

S OMOR LY TAHUR

ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG, (BUMKAM]) *.
KAMPUNG . AR
DISTRIE. 5!
K ABUPATEN BIAK NUMFOR

ﬁ,y\:q

D T

BAB i
ﬁmzommmh,z‘z}g).dmgT}q KEDUDUKAN
,m Pasal i
Pemerintah Kampung RUGT o endinkan Badan Usaha Milik Kampung

dalam upaya 3@23@_8:8: pendapatan masyarakat Kampung sesuai

dengan kebuiuhan dan potensi kampung.

Badan usaha miltkk kampung - ini Mempunyai nama BUMKam

_ SAQB :

Badan Usaha milik Kampung ini berkecaudukaen di

Kampung IN::\: .....

Kecamatan : Pl 1o

Kabupatenn :  Biak Numfor

Domar. kerja BUMKampung ini berada di xn:ﬁc:@.-”..m,.w.m\._._k,.....- kecamatan

" kabupaten Biak Numfor.
BAB i
VISI DAN MIS

Pasal 2

Visi BUMKampung ini mewujudkan Kesejakteraan Masyarkat

Karmpung

melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social. Dengan
MOTO MEMBANGUN SEKTOR EKONOMI MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN
LOKAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Misi BUMKampung -5 .

1. Pengembangan Kesejahteraan mMasyarakal Melalui Kegiatan Usaha

Bumkam —



Pembangunan Layanan Sosial bagi iuman @ «@a nmiiskin

Memberikan Pinjoman Modal usaha Kepad:: »iasyargkat

Kampung terutama masyarakat kurang manipu yang berpotensi untuk
mengembangkan usaha dan nilai layak uniu. Ji bef pinjaman.
Mengembangkan jaringan kegasama ekonni dengan berbagai pihak.
Mengelola Setiap Dona Sumber pendapatoen kampung tenstama daiam

rangka pengentasan kemiskinan dan pengs:nirangan usaha ekonomi

Kampung.
BAB Ml _
BENTUK DAN FUNGSI
Pasal 3
BUMkampung ......

Berbentuk Badan Usaha Milik Kampung yans < Tetapkan melaiui
peraturan Kampung. |
8UMkampung Ruae berfungsi sebagai l=ibaga ekonomi kampung
yangmengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejakieraan
Agsyarakat khususnya rumah 1anggga Kursng mampu.
BAB IV
STATUS KEPIMIMPINAN
. Pasal 4
suMKam /S ECC  Gdalah BUMkam yone dimilikioleh pemerintah
_AQBU_c:m QQ_.. Masyarakat dengan kompos: . mepemifikannya oleh
pemerintah kampung sebesar 60%
Yang dimaksud dengan Komﬁan pada awal pendiian BUMkampung
adalah Masyrakat kampung Tg\:
Dalam perkembangannya, io?oqoxom dapu sorperan dalam

kepemiiikan BUMKampung .:: .. melalui cenyertaan Modal seperti

yang di maksud dalam bagian Ayat ini maksi ot 40%.

BAB V
STURUKTUR ORGANISASI
Pasal m
. Strukiur Organisasi BUMKampung .-

Pengurus badan pengelola dan Badon Per: - -»as

© ok dan Badan



N

Badan pengurus terdin dar secrang ketua dar Lua orang Anggota.

3. Penetapan pengurus melalui proses pemilihan #omg di hadid oleh
masyaraka} kampungdan ditetapkan dengan oeraturan Kampung.

E . adalah mereka

4. Yang dipilih Menjadi Pengurus BUMKam
yangmemenuhi syarat-syarat sbagai berikut:
a. Memiliki Sikap jujur.aktif terampil dan berde:dicasi/ kemauwan
terhadap BUMkampung
b. Mempunyai Wawasan yang Cukup untuk ¢ oat mengelola dan
rmengembangkan BUMkampung.
5. Pengurus Sekurang-kurangnya terdin Dari seorcng ketua,seorang
sekretaris dan seorang bendahara.
6. Pengurus BUMkampung dapat diganti apabila :
a. Meniggal dunia
b. Mengundurkan dii
c. Terbukti Melakukan Penyimpangan pengelsia BUMkamn fmm_
d. Tidak Mampu Memimpin Organisasi dan &~ tidak mampu
mengengembangkan BUMkampung ~ sesuai target atau
*E.c_o: yang ingin di capai.
7. Uniuk mengisi Pengurus Yang kosong sebelum .._.J_uuc_miomo bakfinya
mekanisme pemilihannya dilakukan melaiui My awara Kompung.
8. Masa Bakii penguius BUMkamp samapai berunur 56 tahun
9. wm:mcaw BUMKampung akan di Evaluasi setiar: i2hun untuk mengukur

kinerjanya apakah rencana kerja yang di buat {=rcapai atau tidak.

BAB VI
KEWA JIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 6

1 .Pengurus Mempunyai Kewajiban:

b. Menyelenggarakan pembukuan Keungan.Inve iars dan pencatata-
pencatatan lain yang di
anggap periu secara tertip dan teratur.




c. Mermbuat Rencand kerja,angaran pendapdtan don pengetuaran
BUMKampung setiap tahun dan rencana kerja ini di evaluasi setiap 6
bulan sekali.

ad. Members Pelayan Kepada Anggota

e. Memberl pembinaan _pa:::wﬂgm. dan managjemen Usaha Anggota

f. Menyelenggarokan Musyawara Kampung Pertanggungjawaban
setiapakhir iahun.

2.Pengurus KmBchfom Hak:

a. Mengambil wmﬁc#cmoa yang di pandang tepat dalam pengeloloan
BUMKampung dalam rangka mencapai tujuan.

b. Memperoleh honor  seliap bulan di sesuaikan dengan besamya
pendapatan BUuMKamp 20 % dan dan pendapatan perbulan atau
sesuai standart upah minimum kabupaten Biak Numfor,

c. Pengurus Mendapat Bagion Sisa Hasil Usaha | SHU) tahunan yang
besamya sudah di tentfukan dalam Anggaran Dasar.

d. Memperoleh Tunjangan Hari Raya setiap Tahun sekali yang besamya

maksimum 1 kali gaji satu bulan

Pasal 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
L Keiya
1. Memimpin organisasi BUMKamp
2. Melakukan Um:mm:&m:m%m@ﬁ:ﬂ: BUMkampung
3. Bertindak atas nama lembaga uniuk mengadakan perjanjian
kerjasama dengan pihiak ketiga dalam pengembangan usaha alau
Igin —iain kegiatan yang di pandang periu dilaksanakan.
4. Melaporkan keuangan BUMkamp setiap triwulan melalui muswarah
Kampung
5. Melaporkan keadaan keuangan BUMKampung akhir tahun melalui
Musyawarah pertanggung jawaban.
Il.  Sekretans
1. Melaksanakan fugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua
2. Melaksanakan administrast umum kegiatan operasional

BUMKampung



3. Melalsanckon Adminisitasi prembukuan keungaon BUMrkompung

4. Bersama ketua meniliti kebenaran dan berkas-berkas pengajuan
pemohenan pinjaman pengecekan dilapangan { dalam Hal
BUMKamp Simpan Pinjam)

5. Bersama keiua don bendahara membahas dan memutuskan
pemohonan pinjaman yang layak di realisasi dan juga pengecekan
saldo tabungan.

Bendahara

1. Menerima menyimpan dan membayar vang berdasrakan bukti-bukdi
yang sah

2. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan parmohonan

. pinjaman yang layak di realisasikan [ diam hal BUMKamp Simpan
Pinjam).

3. Melaporkan posisi keungan kepada ketua secara sistimatis.dapat di
pertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi kevangan dan
kelayakan BUMkamp yang sesunguhnya.

4. Mengeluarkan uang berdasrkan bukti-bukii yang Sah

5. Mengatur likwidasi sesuat dengan keperluan

6. Menyetor ke Bank setelah mendapat persetvjuan darketua

BAB Vil
Pasal 8
PENGAWAS
BUMKampung SAGEBI  dopat memilih pengawas melalui mekanisme
musyawarah kampung
rengawas sekurang-kurangnya terdin dan 2 {dua) orang yang berasal
dari tokoh masyrakat,unsure perangkat Kampung maupun Bamuskam
Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besamya sudah di
tentukan dalam Anggaran dasar
Pasat 9.
OPERASIONAL
Blaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMKamp
SAOBL D ambil dar hasil pendapatan yang diperoleh BUMkamp
pada setigp bulannya.




o Pendapaian seliap buian yang di peroleh BUMKam SACEI
pengeluaranya di atur sebagat berikut { Honor, Alat tulis Kantor, Jasa
Simpan Pinjarm,dit}

o Pendapatan sebagaimana disebut di atas adaloh pendapatan dar
pengeloia yang di peroleh BUMKamp  SAQR|  termasuk pendapatan
admnistrasi,Jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain-
lainya. |

BAR VIII
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 10 |

Forum pengambilan Keputusan terdin dari

s Musyawaran Anggoiasebagai forum perigambilan keputusan
terfinnggi.forum ini dapat memifih dan memberhentikan pengurus
BUMkamp. Maupun menetapkan pembubaran BUMkomp.

° Zcmﬁgaaj Anagota khusus,adalah forum penyelesaian terhadap
Um:v\m_mﬁﬂjmou dan hal-hal lagin yang dapat merugikan lembaga
BUMkamp. _

= Rapatl Anggota Tahunan, sebagai forum laporan perianggungjowaban
penguius dan penyusunan rencana striegis pengembangan BUMKamp.

s Rapat pengurus sebagai forum pengambilan kepuiusan untuk
menentukan kebijakan opersional pengelolaan dan pengembangan
_mBUQ@Q maupun Usaha,

BAB IX
PERMODALAN
Pasat 11

§A

1) Penyertaan Modal Bumkam ©.

.dari Anggron

AU Tahun Anggaran 2025 { SK

- Pendapatan dan Belanja Kampung .51
Penyertaan Modal BUMKAM )
2) Modal BUMKampung dapat juga di peroleh dari - .
- Pemerintah Kabupaten
- Pemerintah Propinst
- Pinjoman
3) Pemupukan Modal keria yang disisihkan dari sisahasil usaha




1.

4.

BAB X
KEGIATAN USAHA
Pasal 12
Memberikan Pinjoman Modal usaha kepada masyaragkat kampung.
Pengelolaan Sewa Tenda , Kursi Plastik dan Sound system
Pengelolaan Mini Market (Sembako)

Simpan Pinjam Perempuan {SPP)

BAB XI
HASIL USAHA

Pasal 13
Hasii usaha BUM Kampung SAORI .adalahmerupakan pendapatan
BUM Kampung yang dipercieh setelah dikurangikewajiban {gail dan
tunjangan pengurus BUMKampung). pajak datam 1 (satu) tahun. buku,
dan penyusutanatas barang-barang inventars datam 1 {sotu) tahun
buku.
Dalom hal BUM Xampung .. 2A0Bl. merupakan holding company,
maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat {1} adalah
merupakan akumulasi dari hasil usaha dari tiap tiap unit usaha;
Datam hal unit usaha meiupakan persekutuan modal  anfara

Pemerntah Kampung dengan pihak lain, maka hasii usaha yang
4 1

¥

Qmmmﬁ.v%o: ke BUM Kampung o adalah hasit usaha  yang
merupakan bagian dar Pemerinfah Kampung sebagai salah satu

pemilik modat;

8

HasilusahaBUM Kampung .0
bernkut:
Penghasilcn per seratus (30%) digunakan unfuk penambahanmodalBUM

1 ....dibagi menurut ketentuan sebagai

Kampung.. S

Penghasilan per seratus {20%) disetorkan kepada Pemerintah Kampung
sebagai Pendapat Asli Kampung:
Penghasilan per seratus {20%} digunakan unfuk tunjangan prestasi bagi
pengurus dan karyawan;
Penghasilan per seratus (30%) digunakan untuk dana sosial.

BAB XII



1.

PLMRUBARAN
Pasal t4
BUM Kampung dapat dibubarkan apabita :
a. rugi terus-menerus;
b. persbahon bentuk badan hukum;
c. adanva ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan
BUM Kampung tersebut harus dibubarkan: dan
d. BUM Kampung dinyatakan paitit oleh keputusan pengadilan.
Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tidak
mempengaruhi status hukum BUM kampung .20 sebagai satu
badan usaha
Pasal 15
BUM Kampung dapat dibubarkan apabila ;
a. Rugi Tenrs — menernus,
b. Perubahan Beniuk Badan Hukum;
c. Adanya Ketentuon Peraturan yang lebih finggi yang menyatakan
BUM Kampung Tersebut harus dibubarkan; dan
d. BUM Kampung Dinyatokan Pailit oleh Keputusan pengaditan
Pembubaran Unit Usaha sebagaiman dimaksud pada ayat (1) fidak
mempegaruhi status hukum BUM Kampung m\:: sebagai satu badan

usaha.

dalam Anggaran Rumah Tangga;

Dalam hal Badan Usaha Milik Kampung memenuhi ketetuan
Ayat { 1} huruf b,c dan d, fata cara pembubaran diatur menurut

ketentuan perundang-undangan yang beriaku;



OAB Al
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 17
>:@@QQ: Dasar {AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawaraoh Kampung
*..... dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kampung.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal i8

Hakha! yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur

dalam Anggeran Rumah Tangga {ART).

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILK KAMPUNG (BUMKam) ....o//o 0!
KAMPUNG .. S DISTRIK &L
KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB I
KEPENGURUSAN

B8aglan Kesatv
Pelaksana Opesaslonal

Parag:at 1
Persyaratan
Pasall

Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasiona
adalah
a. bedtagqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. setia dan taat kepada Pancasita dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. memiliki kemauvan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada
~ masyarakat; )
d. berkelakuanbaik jujur danadil;
e. sehatjigsmanidanrohani:
f. berumursekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh timajiahun

atausudahpemahmenikah dan maksimal 50 {Lima Puluh Tahun) tahun;

Persyaratan khusus seseorang dopaf diangkat menjadi Ketua Pelaksana
Operasional adalah sebagaiberikut:




Q. DeipencidikG paing rendah MU ro...,ma@dwo:

b. terdaficr sebagal warga Kampung .4 R sekurang-kurangnya 3 {tiga)
jahun dengan lidok ferpulus-pulus, dibuktikan dengan folokopi KTP
dan/otau Kartu Keluarga atau teiahbertempatiinggal  tetapsekurang-

il .
%]

vurangnya? {dua) tahundengantfidak terputus-puiusdi Kampung 0. N
yang dibukiikan dengan surat Kelerangan Domisii yang diketohui oleh Ketua
Rukun Tetangga (RT): dan .

c. memiild kemmauan dan kemompuan, pengaloman, pengelohuan dan
vetrampian dalam kewirausahaan social,

: . paragraf 2
1aia Cara Pengangkatan Pelalsana Operasional
" Posal2

KepalaKampung menunjuk nama-nama yang akan menduduki jobatan dalam
Pelaksana Operasional dengan. memperhatikan persyaratan sebagaimana
yang dimaksud pada pasal (1)

KepalaKampung menyampaikaon pemrnohonan persetujuan
pengangkatanPelaksana Operasionat kepada BPD;

8adan Permusyawaraian Kampung menyelenggarckan Musyawarah Kampung
uniuk membanas permohonan Kepalakampung selambatdambatnya 7 {tujuh}
har setelah diteimanya permohonan persetujuon dari KepalaKampung;

Kepala Kompung menerbitkan kepulusan pengangkaotan pengurus Pelaksana
Operasional setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Paragral 3
Kewaliban, Tugas dan WewenangPeloksanaOperasional
Pasc! 3

Pelaksana operasionalberkewgjibanuntuk:
a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Kampung agar menjadi lembaga

b. me

yang melayani yung melayani kebutuhan ekonomi dan/atau peayanan vmum
masyarakal-kampung;

r,EQCE Anggaran Dasar, Anggaran Rumch  Tanggo BUM Kampung
S dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan

prinsip-prinsip profesionaisme, efisiensi, fransparansi, kemandiian, akuntabilitas,
dan kewajaran: .

c. 'memberikan laporan tahunan kepada Kepala Kampungientang keadaan serta

oerkembangon BUM RQBvcnmaoscmojo.cmozD:<ommnaxmco:®n_3_0:m_.:m_ﬁc:.
hasilusaha danlaporanperubahankekayaanBUM Kampung.

Pasal 4

Pelaksana operasional bertugasuntuk:
a. malaksonakan pengeiolodn BUM Kampung,



b. menggali dan memanfaatkan potens: agar BUM Kampung dapai fumbuh dan

berkembang;

memupuk kesjasama dengan lembaga-ernbaga lainnya:

membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUM Kampung:

memberikan laporan kevangan BUM Kampung kepada KepalakKampung;

menyampaikan laporan seluruh  kegiatan usaha BUM  Kampung kepada

KepalaKampung:

g. menyampaikon laporon pertanggungiawabaon setiap akhir tahun termasuk
rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan kain atas dokumen tersebut;
daon

h. menyampaikan informast perkembangan usaha kepada masyarakat kampung
melalui forum rmusyawarah Kampung sekurang-kurangnya 1 {satu) kal dalam

seftchun.
i. Melakukan keffjasarna dengan lembaga-dambaga perekonomian lainnya.

™o o

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana
Operasionol mempunyal wewenang !
a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kampung:
b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
c. melakukan kerja sama dengan lembagadembaga lainnya; dan
d. menggali dan memanfactkan potensi BUM Kampung uniuk meringkatkan
pendopatan BUM Kompung.
e. mewakili BUM Kampung didalamdandiluar pengadilan;

Pasatl 6
Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasiona Iberhak
menerima honorofilimn don bioyo operasional sesual dengan kemompuan
keuangan BUM Kampung.

Paragraf 4
MasarerjaPelaksanaOperasionol

Pasal 7
Masakerjapengurus dan/atou pelaksana operasiona! seloma enam tahun terhitung
sejakt anggal pengangkatan dan dapat diangkatkembali untuk perodepenkutnya.

Paragrat 5
Pemberhentian PelaksanaOperasional
PasalB

1. Pelaksana Operasiona loerhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaansendiri; dan

¢. diberhentikan.
2. Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud padaayat {1)

huruf ¢ karena:



tidak dapat melaksanakan Wwgas secaru befkelanuian aiou bermalangan
ietap secara berfurut-tunut selama 6 (enamj bulan;

melakukon findokan yong merugikan BUM Kampung berdasarkan evaluas
Pemerintah Kampung:

dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kareno
meiokukan perbuaian pidana yang berkaitan dengan  pelaksanaan
ugasnya; dan

tidak lagi memenuhi syarot sebagal pengurus  don/alou  pelaksano
operasional. _

Bagian Kedua’
Tugas dan Wewenang, Kewaljiban dan HakPenasehat
Pasal ¢

1. Penasehat mempunyai tugas -

a.

b.

C.

memberikan nasehal kepada Pelaksana Operasional datam menjalankan
pengelolaan BUM Kampung:

memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggop
penling bagi pengelclaan BUM Kompung, dan

mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari allematif jalan keluar
apabila terfjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja pengurus BUM Kampung.

2. Daolam melaksanakan jugas sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1),
Penasehaimempunyai wewenang :

a.
b.
C.

d.

mengesahkan program kerja don anggaron belanjo;

mengevaluast kinera BUM Kampung;

meminta penjelasan dari  Pelaksana Operasional mengenai  segala
perseaian yarng menyangkut pengelolaan usaha BUM Kampung: dan
meilindungi vsaha Kampung terhadap hathal yang dapat merusak citia
BUM Kampung.

3. Dalam melaksanakan fugas dan wewenangnya, Penasehat wajib mematuhi
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tongga BUM Kampung ... dan
peraturan ‘perundang undangan serta wajib melaksanakan  piinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, fransparansi, kemandirian, akuntabilifas, dan kewajaran.

4. Daolam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak
unfuk

a.

b.

C.

melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUM Kampung secard
UMmum; '
melakukon tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUM
Kampung:

mengusulkan pemoubaran BUM Kampung dan/atau unit usaha BUM
Kampung dengan ketentuan sebagaimana diatur dolam  Peraturan
Kampung... 260 Nomor Cidanun 20.724. tentang Pendidan Badan Usaha

Kampung ;



d. memperoleh penghasilan yang sah dan pe'oksanaan fugas-tugasnya sesui
dengan kemampuan BUM Kampung.

Baglan Kefiga
Tugas dan Wewenang, Kewallban dan Hok Pengawas
Pasat 10

Pengawas mempunyal iugas:
a. melakukan pengawasan ferhadap petaksanaan kebijakan dan pengelofloan

BUM Kampung: dan
b. menyampakan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat

tepada Pemeriniah Kompung;
Dalam melalksanakan tugas sebagaimana dimarksud pada ayat (1), Pengawas
Mempunyal wewenang .
a. memeriksa dan meneliti administrasi dan pembukuan BUM Kampung; dan
b. meminta kelerangan kepada Pelcksana Operasional atas segaia sesuaiu

yang berkaitan dengan pengelolaan 8UM Kampung,
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyc, Pengawas woib mematuhi
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Kempung .05 dan
peraturan  perundang undangan serta waib melaksanakan  prinsip-prinsip
profesiondlisme, efsiensi, fransparansi, kemandidan, akuntabilitas, dan kewagjaran;
Dalam melaksanakan tugas, £m£m:03@ dan kewaiibannya. Penasehat berhak
untuk
a. mengusulkon pembubaran BUM Kampung dan/atau unit usaoha BUM

gan ketentuan sebagaimana diatur  dalam  Peraturan

... Nomor {5 Tahun 2041 tentang Pendidan Badan Usaha
Kaempung memperolehpenghasian yang sah dai pelaksanaan  tugas-
tugasnya sesuai dengan kemampuan BUM Kampung.

Baglan Keempat
Larangan
Pasal 11

Penasehatl, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Kampung dilarang
menyalahgunakan wewsnang dan mengambil keuntungan pribadi maupun
keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak iangsung
dari kegiatan BUM Kampung selain penghasilan yang sah.

1.

BAB il
MUSYAWARAH KAMPUNGLUAR BIASA
Pasal 12
Tata Cara Penyeleaggaraan Musyawarah Kampungluar Biasa
MusyawarahKampung Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan
usulan dar
a. KepalaKampung;
b. Pengowdas;



rusyawarah Kampung luor Biasa diselenggarakan oleh BPD tersama-sama
dengan Pemenntah  Kampung yang dilaksanakan berdasarkan  usulan
KepalaKoempung dan/alou Pengawas BUM Kampung;
Dalom hal usulaon penyelenggaraan Musyawarah Kampung Luar Biasa berasal
dari Kepalakampung, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada
BPD dengan melampikan perfimbangaon dar Pengawas;
Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kampung Luar Biasa'berasal
dar Pengawas. maka usulon harus disampaikan secora lerfulis kepada BPD
dengan diketahui oleh KepalaKampung serta hamus memuat pemasalohan
yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Kampung
Luar Biasa;
Permasalahan yang dapal dijadikan sebagai dasar uniuk mengajukan usulan
Musycowarch Kampung Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pudua ayat (4)
meliput .
a. penyalahgunaan wewenangoleh pelsksana operasional dalam rangka
uniuk memperkaya dif sendin otaupun orang lain;
b. melakukan findakan meiagwan hukum dengan ancaman pidana sekurang-
kurangnya .5 (lima)iahun; dan
c. melanggar nomma sosial maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi
nama baik BUM  Kampung seperti tetapi hdok terbatas kepada
perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah  iangga,
kekerasan kepada anax dan perempucn serfa perusakan lingkungan hidup
yang dilakukan secara masif.
Permasalaohan yang dijadikan sebagai dasor entuk mengajukan  usulan
Musyawarah Kampung Luar 8iasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat {9
harus merupakan permasalahan yang telch dibahas sebelumnya dalam forum
Musyawarah Pengurus akan fetapi tidak diperoleh permufakatan:
Dalom hal Musyoworoh Kampung Luar Biasa diselenggarokan datam rongka
untuk  melakukan penggonfian Manger Pelaksana Operasional  maka
Musyawarah Kampung Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadin oleh Kepala
Kampung, seluruh anggota BPD serta masing masing satu orang perwakiion darn
semua lembaga Kempung yang ada;
Bodan Pemmusyawarctan Kampung harus menyelenggarakan Musyawarah
Kampung Luar Biasa selambafdambatnya 30 (figa puluh) har kalender setelah
diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kampung Luar Biasa
tersebut.
Pasai 13 . .
- Hak Jawab Pelaksana Operadonal Dalom Musyawarah Kampungluar Blasa
Pelaksana Operasional diberkan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan
sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawaragh Kampung Luar
Biasa
Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk
memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikon
dasar pengajuan usulan diselenggaarakannya Musyawaorah Kampung Luar



3

3.

Biasa dan disampaikan di awdl peoveienggaraan Musyawaran Kampoung Luor
Biasa
Dalom ha! penjelasan sebagaimona yang dimaksud ayot (2} dapat ditefima
oleh peserta, maka dengan sendiinya Musyawarah Kampung Luor Biasa
berakhir don Pelaksana Operasional diberikan wewenang unfuk melanjutkan
kepenguiusannya
BAB {il
QUORUM DAN PENGARBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14
Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadid oleh 50% (ima puluh persen) lebih
satu dad peseria yang divndang
likg peserta musyawarah kurang dari 50% (lima puluh persen), maka peicksana
musyawarag diperkenankan secara san dan mullak mengambil kepitusan
dengan pertimbangan Kepalakampung dclam jangka waktu ... [oememereeerarns )
hari seteiah penyelenggaraan rapat.
Khusus unfuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah
Kampung atau Musyawarah Kampungluar Biasa serta harus dihadin sekurang-
kurangnya 2/3 doi peseria yang diundang -dan..disetujui oleh sekurang-
kurangnya oleh 50% {lima puluh persen} lebih satu peserta yang hadir

BABIY
PERTANGGUNGIAWAEAN BUM KAMPUNG

Pasal 15
Pelaksana operasional melaporkan perdanggungjawaban pelaksanaan BUM
Kampung kepada Penasehat dan masyarckat sefiap akhir tahun dalom forum
musycwarah fahunan Kampung.
Pengawas memberikan informasi dan/atau keterangan hasil pengawdsan
pelaksonadn pengelolcon BUM Kampung.
Pelaksana operasional  melaporkan perianggungjowaban  pelaksanaan
pengelolaan BUM Kampung di akhir masa bakli kepengurusan kepala

masyarakat dalam forum Musyawarah Kampung.

BABYV ‘
KERJASAMA
Pasal 14 .
Dalam rangka memajukan usaha, BUM Kampung . 540B! dapat melakukan
kerja sama dengan pihak ketiga; IR

Kerasama sebagaimana  dimaksud pada ayot ([1) dilakukaon dengdn

kefentuan:

a kefja sama yang dilakukan fidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangon;

b. apabila kefja sama yang dilakukan memeriukan jaminan haria benda
yong dimiliki ofau dikelola BUM Kampung dan mengakibatkan beban
hutang, maka rencana kerja sama fersebut harus mendapat persetujuan
“dan Pernenntah Kampung dan BPD: dan




o opabia kerda sama yang diaakukan didak memerdukan jaminan harta
benda yang dimiliki atau dikelola 8UM Kampung dan fidak mengakibatkan
beban hulang, maka rencana kefja sama lersebut diloporkan secara
tertuls kepada pengawas.

3. Tata cara, msang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang

Kerjasama sebagaimono yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur
dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB Vi
PEMBINAAN
Pasal 17
Pemerintan Kampung melakukan pembinaan terhadap pelaksana operasional BUM
Kampung dalom pengelolaan BUM Kampung.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 18
Anggaran Rumah Tangga ini mulai beriaku pada tanggal difetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian har terdapat kekeliruan akan dibefulkan sebaga
mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang teiah ditetapkan.

Gitetapkan
Pada Tanggatl

KEPALA gg\dczO




PERATURAN KAMPUNG RUAR
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIRIAN BADAM USAHA MILHK KAMPUNG RUAR
{ SAOBL )



PEMDIRIAN BADANUSAHAMILIK KAMPUNG

Menimbang

Mengingat

NOMOR : \wo.\..._,.__..e
TENT >ZO

DENGAN RAHMAT TUHAN <>ZO§.}I>mm>

a.

KEPALAKAMPUNG.. M)
bahwa Kampung U@%Qw mengatur dan  mengurus
kewenangan dan aset Kampung untuk meningkalkan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa berdasarkan  Perafuran  Mentern  Kampung,
Pembangunan  Daerah  Terlinggal dan  Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendinan, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung, Kamipung
dapat mendirkan  Mendirkan Badarn  Usaha  Milik
Kampung,

bahwa berdasarkan  perimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraiuran _n_u..:uc:@ 6:53@ _umza_:oj Badan Usaha Milik

Kampung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemertintahan Daerah {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik iIndonesia Nomor $587);
Undaong-Undang Nomor 28 Tohun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negarc Yong Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepofisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
tembaran Negara Republik indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang MNomor 37 Tahun 2004 fentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemibayaran
Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4443);



=

Undang-undang  Nomor 40 Tahun 2007 ieniang
Perseroan Terbatas  (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4756}
Undang-Undang Nomor | Tahun 2013 tentang Ltembaga
Keuangan Mikio (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5394);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan lLembaron Negara Republik
indonesia Nomor 5495});

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Ferubahan Atas Peraturan Pemerniah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambaharn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
Perubahan atas Peraturan  Pemeriniah  Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2C14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Paraturan Pemerintoh Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694}, Perubahan ctas Peraturan Pemerintah Republik
indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dona Desa
Yang Bersumber Dar Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik inaonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kevangan
Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomos 2093);

10..-Peraturan Menier Kampung, Pembangunan Daerah



Dalam PeraturanKampungini <Qnmﬁﬂ30xmcaamsmezn

Menetapkan:

it

Tertingaal dan irensmigrasi Repubilik indonesia Nomor |
Tahun 2015 Tentang Pedoman  Kewenangan
Berdasarkan Mak Asal Usul don Kewenangan Lokal
Berskala Kampung (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158];

Peraturan Menteri Kampung. Pembangunan Daerah
Terlinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pendinan, Pengurusan  dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
KampungKampung {Besita Negaro Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 296); _

12. Peraiuran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 87
Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Kampung:
13. Perafuran Bupafi Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2018
Teniang Pengelolaan Dana Kampung ;
14 Peraturan Kampung... V47 Nomor {7 Tahun 2021
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung !
Dengan Kesepakatan Bersama
8 ADANPERMUSY AWARATANKAMPUNG... A
Dan )
KEPALAKAMPUNG. .M AT
MEMUTUSKAN:

PERATURANKAMPUNGTENTANG  PENDIRIAN  BADANUSAHA
MILIK KAMPUNG...

CAC P

susn

BAB 1
KETENTUANUMUM
Pasal 1

ml_.. R

1. Kampung adaloh Kampung....n3 2., Kecamatan @
Biak Numfor;

2 Badan Usaha Milik Kampung, seianjutnya disebut BUM Kampung, acalah
‘badan usaha yang seluruh atav sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dar
kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya unfuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Kampung:

3 Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung (atau nama lain,

sebutkan}-dibantu -perangkat Kampung sebagal unsur penyelenggara



(1
(2)

(3)

Pemenntahan Kampung;
Badan Permusyawaraian Kampung {atav nama lain, sebutkan) adaltah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dori penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
Musyawarah Kampung alau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antora Badan Permusyawaratan Kampung, Pemenntah
Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Kampung untuk menvepakati hal yang bersifat
sirategts;
Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasit keputusan dan
Musyawarah Kampung dalam bentub kesepakatan yang dituangkan
dolam Berila Acara kesepakaian Musyawarah Kampung yang
ditandatangani oleh Ketua Badon Permusyawaraian Kampung dan
Kepala Kampung:
Peraturan Kampung adalah peraturan  perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati
bersama 8adan Permusyawaratan Kampung. _,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.. 840

BAB I

NAMA, WAKTUDANKEDUDUKAN

Pasal 2

Badant .87@Km__mwﬂogvc3@.ﬁw_09303090Qo:cwojciw__wxxonﬁcsw

. .«..__L.

RUAR  lyang mm_n_:_cw:mo disebut BUM Kampung....225:20 :

BUM Kampung.... % 5. ini didirkan pada tanggal 4. Bulan (.2 fahun
206.24. untuk wakiu yang tidak terbatas:
BUM xQBnc:@mmUQQQ_Bo:DB3@Q_BQ§CQUQQQQ<Q (1)
Um%maco_;wama_xogvc:@..w..,,.n.\...n. ....... Kecamatan Sk 710 Kabupaten
Biagk Numfor;

BAB 1lI

AZAS DAN PRINSIP
Pasal 3

BUM Kampung  5a0BRI « ini berazaskan Pancasila.

Pasal 4

BUM Kampung! 520BI A meriliki prinsip:

a. Kooperafif, senwa komponen vyang fterdibat didalom BUM
Kampung! SAQR! A harus mampu melakukan kerjosama yang baik
demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;

- -bPedisipatif- semua komponen yang teribat  didalam  8UM



Kompung  SAOQRI  harus bersedia secara sukarclo gigu diminia
memberikan dukungan don konfribusi yong dapat mendorong
kemajuan usahia BUM Kampung:

Emansipatif, semuag komponen vyang teddibat  didalam  BUM
Kampung! SAQBI | haws dipedakukan sama fanpa memandang
golongan, suku, dan agama;

Transparan. akdivitas yang bempengaruh  terhadap kepentingan
masyarakat umum harus dapat diketahut oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka;

Akuniabel, seturuh kegiatan usaha horus dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administralif; dan
Sustainabel. Kegiatan uvsaha harus dapat  dikembangkan  dan
dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Kampung.

BAB IV
MAKSUDDAN TUJUAN
Pasai 5

(1) MaksudpembentukanBUM Kampung! SAORI !Aadaiah:

a.

b.

Untuk meningkatkan nilai guna autas ase! dan potensi Kampung untuk
sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Kampung;

Untuk meningkatkan kemampuan kevangan Pemenntah Kampung
BUE 0 Qalam penyelenggaragn pemerintahan dan
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagat kegiatan
ekonomi masyarakat; dan

Sebagai wadah untuk mengorganisit  usaha-usaha yang ada
dimasyarakat menjadi berkembang dan maju.

Pasal 6

12} TujuanpembentukanBUMDES A SACEY A adalah:

.

d.

Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat
perKampungan vang mandii untuk memberkan pelayanan
ferhadap kebutuhan masyarakat;

Mendukung kegiaian investasi lokal, penggalian potensi lokal serta
meningkatkan  keterkaitan  perekonomian  perKampungan dan
perkotaan dengan membangun  sarana  dan 8888:.0
perekonomian perKampungan yang dibutuhkan untuk
mengembangkan produkiivitas usaha perKampungan;

Mmendorong perkembangan perekonomian masyarakal Kampung
dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan
dan mengelola pembangunan perekonomion Kampung:

_Meningkaikan . kreaiivitas dan peluang usgha ekonomi produkhif



masyarakal Kempung yang berpenghasilan rendan;

e. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerna;
dan

i. Meningkatkon pendapatan asii Kampung:

g. Menciptakan peluang daon jaingan  pasar yang mendukung
kebutuhan layanan umum warga: dan

h. Meningkatkan kesejahleraan  masyarakat  melaiui perbaikan
pelayanan umum, perftumbuhan  dan  pemerataan ekonomi
Kampung.

BAB YV
PERMODALAN DAN JENIS USAHA
. Pasal7 |
Modal BUM Kampung AAHT berasal dar

a. Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Kampung yang dipisahkan
oleh Pemerintah Kampung:

b. Masyarakat;

c. Banfuan Pemerintah, Pemerintah Provinst, Pemeriniah Kabupaten:
dan

d. Penyertaan modail pihak lain atau kerjasama bagi hasil afas dasar
saling menguntungkan.

Dalam rangka meningkatkan permodalan BUM  Kampung dapat

melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pinak

lain sesuai dengan kefeniuan peraturan perundang-undangan yang

bernaku;

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2} hanya dapat

itakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal8

ModalBUM Kampung! SAGBI AselainsebagaimanadimaksuddalamPasal 7,
dapatberasal dar danabergulirprogrampemerintahdan pemerintah daerah
yang diserahkan kepadaKampungdan/aiau masyarakatmelalui
pemerinfahKampung.

Pasal ¢
Usaha utoma BUM Kampung.  $40B! harus memanfactkan semaksimal
mungkin pofensi Kampung. ,
Usaha BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
kebutuhan masyarakat.
Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUM Kampungl 5SACEI &
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) antara lain seperti:
a. bidang jasa pelayanan;
b. bidang-perdogangan vmum;



(4)

(5)

{1

(3]

(4)

<. bidang keuangan:

d. bidang produksi; gan

e. bidang lgin yana menguntungkan.

BUM Kampung . 2A0B! . dapat terdii daii unit-unit usaha yang

berbadan hukum melgutic

a. Perseroan Terbatas sebagai persekuluan modal yang dibentuk
berdasarkan perianjian serta melakukan kegiatan usaha denaan
modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Kampung SAQBI
serfta  diselenggarakan sesuai  dengan  peraturan  perundang-
yndangan tentang Perseroan Terbaias, dan

b. Lembaga Keuangan Mikro yang diselenggorakan sesuai dengan
peraturan perundang-undannan fentang lembaga kevangan mikro.

Dalam hal BUM Kampungh SAGE!  tidak mempunyat unit-unit usaha

yang berbadan hukum, bentuk Organisasi BUM

Kampung 5408} 2Adidasarkan  pada  Peragturan  Kampung  tentang

Pendirian BUM Kampung.

 BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal 10
PengelolaanBUM Kampung dialankan dengan berdasarkanpada
Anggaran Dasar dan Anggaran kumah iangga:
Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)sekurang-
kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan fujuan,
kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian
xmczﬁc:_ugzu
Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewdjiban pengurus,
masa bakli  kepengurusan, tata  cara pengangkatan  dan
pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan
surnber permodalan.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  fangga sebagamanc
dimaksud pada ayct (1} ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Kampung berdasarkan hasit musyawarah Kampung.

\



(1)

(4)

(4)

{5}

Bayiun Kesafu
Organisasi Pengelola
Pasal 11

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung
AR L) terdid dari:

a. Penasihat;

b. Pelaksana Operasionat; dan

c. Pengawds.

Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung adatah 3
tahun dan dapat dipilih kembal untuk masa bokt: berikutnyq;

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Kampung ditetapkan
dengan Keputusan KepalaKampung dan dilaporkan kepada Bupati
melolui Camat; :

Tata cara, persyargtan, dan kefentuan lain yang mengatur tentang
Organisasi Pengelola sebagaimana yarg dimaksud pada ayat (1)
selanjutnya diatur dalam  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.

_ Pasal 12

Penasehal, Pelaksana Operasional dan  Pengawas berhak atas
tunjongan penghasitan yong sah dar pelaksanaan tugas-tugasnyc:
Pelaksana Operasional mendapat biaya operasionat lain sesuai dengan
kemampuan kevangan BUM Kampung;

Tunjangan Penghasitan  Penasehat, Pelaksana Operasional, dan
Pengawas, serta biaya operasional lain bagi Pelaksana QOperasional
ditetapkan dengan Keputusan KepalaKampung sesuai  dengan
kemampuan keuangan BUM Kampung:

Dalam nal BUM Kampung belum dapaf memiberikan tunjangan
penghasilan  kepaca Penasehal, Pelaksana Operasional,  dan
Pengawas, Pemeriniah  Kampung dapat memberkan subsidi
operasional yang diberikan melalui BUM Kampung:

Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi
beban don }mwxo:._vcﬁ@.:ﬂ_m S

Pasdl ......

Pelakscna Operasional  BUM  Kampung dilarang menyalahgunakan
wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung seiain penghasilan yang sah.

Bagion Kedua .
refasama
Pasal ...... e
Dalam rangka memajukan usaha, BUM Kampung.......r........dapat
melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
Kerjiasama sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan dengan
ketentuan :



(1)

(3)
(%)

(1)
(2)

(3)

d. kefia sama vang dilakukan fidak berfeniangan dengan peraiuran
perundang-undangan;

e. apabila kerja sama yang dilakukan memerukan jaminan harta
venda yang dimiiki afgu dikelola BUM  Kampung dan
mengakibatkan bebon hutang, maka rencana kefja sama tersebut
nharus mendopal perselujuan dari Pemerintah Kampung dan BPD;
dan

f. apabila kerja sama yang dilakukan fidak memeriukan jaminan harta
benda yang dimilki alau dikelola BUM Kampung dan tidak
mengakibatkan bebaon hutang, maka rencana kerja sama iersebul
dilaporkan secara ieriulis kepada penasihat dan pengawas.

BAB VI
HASIL USAHA
Pasal ......
Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Kampungyang diperoleh dail
hasi! transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewaijiban
pada pihak lain serta penyusutan atas borang-barang inventans dalam
1 [satu) tohun buku;
Pembagian hasil usaha BUM Kampung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditelapkan berdasarkan ketenfuan sebagai bernkut:
a. penambahan modal BUM Xampung;
b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
c. tunjangan penghasiian bagi pengurus dan karyawan;
d. dana/bantuan sosial.
Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {i)
dapat diketola melalui sistern akuntansi sederhana.
Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasit
Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1} selanjutnya diafur
dalam Anggaran Dasar.

BAB Viii
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN
Bagian Kesafu
Kepailitan

Pasallé

Kerugian yang dialarni BUM Kampung menjadi beban BUM Kampung;
Dalam hal BUM Karmpung fidak dapat menutupl kerugian dengan aset
dan kekayaan yang dimilikinya, dinyalakan rugi melalui Musyawardan
Kampung:

Unit usaha milik BUM Kamoung yang tidak dapat menutupi kerugian
dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya. dinyatakan pailit sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengendai
kepadilitan.



I

{1)
(2}

{4}

(5}

(1)

(2)

(3)

NDaiam hai keaoaon pailt, maka kewajiban kevongan dibayar dan
kekayaan BUM  Kampungdan  sisa iebih  alaukurangmenjadi
ianggungjawab PemenntahKampung.

Bagian Kesatu
Pembubaran
Pasali7
BUM Kampung dibuborkan dengan Peraturan Rampung.
BUM Kampung dapat dibubarkan apabila :
a.  ugi terus-menerus;
b. perubahan bentuk badan hukum;
c. adanyo ketentuagn peraiuran  yang lebih  linggi yang
menyatakan BUM Kampung tersebut harus dibubarkan; dan

d. BUM Kampung dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.
Semua akibat yang fimbul sebagai akibat pembubaran BUM Kampung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi fanggung jawab
Pemerintah Kampung.
Segala aset sebagail akibat dar pembubaran BUM Kampung menjadi
milik Pemerintah Kampung.
Tala cara serta keientuan lain yang mengatur tentang Pembubaran
sebagaimana yang dimaksud pada ayal (1} selanjutnya diafur dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PELAPCRARN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 18

Daiam melaksanakan pengelolaan BUM Kampung, Ketua Pelaksana
Operasional  wajib  melaporkan  kepada KepataKampung selaku
Penasehat.
Rentuk  pelaporan  Ketua  Pelaksana Operasional  kepada
KepalaKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menyampaikan laporan kevangan BUM Kampung setiap bulan;
b. menyompaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUM Kampung

setiap 3 (tiga) bulan; dan
c. menyampaikan laporan perfanggungjawaban setiap ckhir tahun

sermasuk fincian neraca iaba rugt dan penjelasan-penjetasan iain

atas dokumen iersebut.
Selain kewdjban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua
Pelaksana Operasional wajib menyampdaikan informasi perkembangan
usaha kepada masyarakat Kampung melalui  forum musyawarah
Kampung sekurang-kurangnya U (satu} kali dalam setahun.



{1
£2)
(3}

(1}

(2)

sagian Kedua
Pembinaan
Fasal 19
Keoala Kampung sebogal Penasihat secora ex-oiiicio wajib melakukan
pambinaan kepada Felaksana Operasionol.
BPD melakulan pern~owasan ferhadap knera Uemenniah Kampung
calam memiina penc tlolaan B Kampung.
Pecmerniah  Kampun>  memparianggungjawabkc 1 fugas  pembinaan
terhadap [UM  Kampung kepada BFD yang disampaiion melalui
NMUsyawara Kampund.
Femeriniah abupaten melalui SKPD terkoil dapat rmeickukan pembinaan
kepada BUL Kampund.

Bagian Ketigc
Faitangungjawchan
Fosal 20

Kepalakampung we > menycmpalkan faporan zrtangguingjawaban
Bt Kamp g kepa: 2 BPD dion masyarolal serte - sisampai.2n kepada
Eupall meloivi Camao:;

Leporan se hagaimana dimatsud pado ayal (17 merupo.on bagian
yong fidak ferpisahk.n dari Loporan Penyeleng: sraan Perredntahan
Kompung [LPPKamm; ong)  Abir Tahun  Angg an alcy  Laporan
Pcrianggur siawabas Akhir Mc o Jabalan Kepale: ampung.

..,.H‘.\./m x
KETENT /N PENUIUP
Fosal 21

Hal-ha! yang betum di ‘ur dalc w Peraturan Kan cung ini sepanjang
mengenai  teknis  pelc sanaanr,a okan  diatur lebih  lonjui oleh
Kepolalampung.

Fozal 22

Peraturan Kampung ini mus i bedak s pada foagaal div - dangkan.

Agar sefiap orang rmengetahuinya,  momerintahon penjoundangan
Peraturan Kampung ini  dengon penempatannyc:  dalam  Lembaran
Kampung....n4ak

Diclopkanc .
poda fangg
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PROFIL
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

“SAQBL
KAMPUMNG RUAR

DISTRIK BIAK TIMUR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

Kabupaten Biak Numfor



i

I,

Potensi Ekonomi Kampung

Pentang Pudaya

Bentang Fkonomi

Bentzog Teknolog
Rentang Geografis
SUISUNAN KEPENGURUSAN
epuiusan Kepala Kampung
Nomor

Tanggal

Tentang

Penasehai

Pelaksana Oprasional
Direlciur

Sekretaris

Bendahara

Kepala Unit Usaha
Kepala Unit Usaha.
Kepala Unit Usaha
Kepala Unit Usaha

Pepgawas
Ketua

Walidl Ketua
Bekretaris

IENIS KEGIATAN USAHA
1. Kegiaian Usaha Vang Sudah Beyjalan

: Sanggar Sent Tari { Group Camar )
- Jalur Pantura Wilays Tiosur

- Pesisic Pamim

- Ruar

101,

1 16 Maret 2021

- Organisasi Pengelola Bunm ~ Les

SAOBI

- Kepala Kampung Ruar
: Ishak Yairyo
: Onesimus Munwe

: Septinns Munwo

: Karel Fatryo

: Ayub Kafiar

: Hendrik Eumanasen
: Nelly

M MM Usyor

- Isaskar Fairyo
: Luther Fairye
- Rentatha Rumbino

Mama Unit Usaba

Produk / Kegiatan Yang Dilaksanakan / Dihasilkan M

1. Bengkel

Bengkel Tambal Ban Mobil & Motor

D

Kegiatan Usaha Vang i Rencanakan

Nama Unit saha

Produk / Kegiatan Yang Dilaksanakan / Dihasilkan

Tempat Fotocopy

Fotocopy

Koperasi Sembako

Penjualan Sembako

Membeli Hasil Tangkapan Tkan dari Masyarakai

1

2

3. Koperasi pembelian ikan
4. Tempat Penyewasn S_am adi & lkursi

Sewa tenda. jadi dan kursi




5. PERMODALAN

1. Penyeitaan Modal Daii Pemeriniah Kampung
No Nama Unii Usaba Bentuk Penyertaan Modal Keteran mmm.
Uang Sebesar : Rp.35.000.000 |

Peraturan Kampung

Nomor 03

Tanggal : 16 Maret 2021

Teniang : Penyertaan Modal Usaba Bengkel
Barang dan Aset Kampung Berupa
Bangunai Peoglel “
Peralatan Bengkel & Mesin Kompresor _

1 Bengkel Fres Ban

H. OMSET USAHA
No Nama Unit Usaha Jumlah OEmm.k__ Perbulan
(Rp) _
1 Bengkel Pres Ban Rp.1.000.000 |

[. PEMBAGIAN HASIL USAHA

I. Penambahan Modal Usaha - Rp
2. Pendapaian Ash Kampung 1 Rp
3. Penasihag -Rp
4. Badan Pengawasan - Rp
5. Pelaksanaan Oprasional :Rp
6.  Pendidikan Dan Sosial ' Rp
7. Cadangai :Rp
J. PERMASALAHAN ATAU KENDALA
| SO SO
SO UPUPUPRPPP Y
SO PP UPPP



